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Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Membaca Surat Permohonan dari sdri. EKA MAULIDA HAYATI

Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

‘ Nomor :421.1/1037-Disdik/2018 perihal Rekomendasi; .

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Pendidikan Anak -

; "~ Usia Dini program Pendidikan Non Formal di Kabupaten Hulu -
Sungai Selatan dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan. 3
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam -
huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. - -

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah; ;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional; 3

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan

Prasekolah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 tentang Rativikasi

Konvensi Hak-Hak Anak; : =

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan

Luar Sekolah; c

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta -

Masyarakat; '

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009

Tentang Standart Pendidikan Usia Dini; ’

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun
2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada
Kelompok Bermain dan Pcrﬁﬁpan Anak; : 8 ’

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

" gerta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu -
Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2018
Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan

" Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan

' Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
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. Hulu Sungai Selatan.
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